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Abstrak 

Gelombang reformasi telah merubah sistem pemerintahan dengan memberikan 

kekuasaan lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dirinya sendiri 

dalam sistem Otonomi Daerah. Mengatur diri sendiri dilakukan dengan membuat 

Peraturan Pemerintah Daerah ( Perda ) dan Peraturan Kepala Daerah. Agar 

pelaksannaan Perda dan Perkada tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efesien maka perlu Satuan Polisi Pamong Praja , lebih khususnya PPNS yang 

berada pada Satuan  Polisi  Pamong Praja sebagai penegak Perda. Rumusan 

masalah nya adalah ( 1 ) Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS 

sebagai Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat? ( 2 ) Kendala – kendala apa dalam 

pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS sebagai Satpol PP Kabupaten Pasaman 

Barat? (3) Upaya apa yang dilakukan mengatasi kendala agar tugas dan 

kewenangan PPNS sebagai Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat?.Metode 

penelitian yang penulisan skripsi ini asalahdengan pendekatan yuridis sosiologis 

yaitu penelitian langsung kelapangan dengan studi dokumen dan wawancara 

untuk mendapatkan data primer, data yang terkumpul dianalisa dengan analisa 

kualitaif. Hasil penelitian yang diperoleh adalahSatpol PP telah berusaha untuk 

meningkatkan kinerjanya sbb; (1) Pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten 

Pasaman Barat setelah dilakukan penelitian khususnya Penegak Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) belum dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya (2) kendala-

kendala yang dihadapi adalah belum adanya regulasi khusus PPNS, kurangnya 

Personil PPNS, kurangnya saran dan prasarana dan anggran yang tersedia (3) 

belum adanya kerja sama dengan instansi lain, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia resort Kabupaten Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Simpang Empat 

dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat. 
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